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Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) diarahkan pada salah satunya Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan sebagai basis pengembangan kebijakan dan program pembangunan serta pelaksanaan pelayanan dasar penduduk. Salah satu kewenangan Pemda Kabupaten/Kota adalah untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan. Pemda sangat berperan penting untuk meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan yang baik. Makalah ini membahas  penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemda Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya. Pembahasan meliputi latar belakang pemilihan topik, gambaran umum, regulasi, proses bisnis atas objek Penelitian dan analisis risiko atas proses bisnis tersebut. Selanjutnya, dibahas  tujuan dan jenis Penelitian, jangka waktu, jumlah dan kompetensi peneliti, metodologi dan prosedur Penelitian yang akan dilakukan. Pemilihan area kunci menggunakan metode analisis RIS (Risiko Manajemen, Dampak Penelitian, Signifikans).  Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi yang tepat dan dapat ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan.




 Dalam RPJMN 2015-2019, arah pembangunan kependudukan dititikberatkan pada kualitas data dan informasikependudukan. Sedangkan sasaran penguatan data dan informasi pembangunan kependudukan adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawacita pertama yaitu pemerintah menghadirkan negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi warga negara/penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki dan menjalankan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam suatu rencana pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025. RPJPN ini selanjutnya dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahunan yang disebut RPJMN. RPJMN Tahun 2015 – 2019 merupakan RPJMN ketiga dalam rangkaian RPJPN Tahun 2005 – 2025. Dalam RPJMN ini tertuang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang menetapkan bahwa pembangunan nasional akan dilaksanakan pada tiga dimensi pembangunan yang meliputi pembangunan manusia dan masyarakat, pembangunan sektor unggulan, serta pemerataan pembangunan dan kewilayahan.
Untuk mengawal pelaksanaan RPJMN, area  tema-tema dan fokus-fokus Penelitian didasarkan pada tiga dimensi yang salah satunya adalah Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat. Dimensi ini dapat dilihat pada empat tema Penelitian dimana salah satunya adalah Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penelitian  akan menitikberatkan pada peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan. 
Oleh karena itu, fokus Penelitian pada tema KKB adalah Penguatan Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan. Penguatan Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan akan diarahkan pada area-area kunci (key leverage) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi untuk mendorong keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan agar dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
UU Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan salah satu tujuan pemanfaatan data kependudukan adalah untuk pembangunan demokrasi, yaitu penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2). Pemerintah d.h.i Kemendagri berwenang menyediakan DAK2 dan DP4 tersebut yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kegiatan Pemilihan, baik Pemilihan Umum (Pemilu) dan/atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penyediaan DP4 ini juga menjadi salah satu Program Strategis Ditjen Kemendagri Tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017 dan 2018, serta Pemilu Tahun 2019. 
Pada rentang tahun 2018-2019, di Indonesia sudah berlangsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, yaitu pelaksanan Pilkada pada saat yang bersamaan di beberapa daerah. Pada Pilkada Serentak tanggal 27 Juni 2018, terdapat 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota yang menggelar pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih Kepala Daerah. Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak, data kependudukan yang akurat dan mutakhir adalah kunci sukses pelaksanaannya. 
Berdasarkan LHP Kinerja BPK RI atas penilaian Efektivitas Penyelenggaraan Adminduk pada Ditjen Dukcapil disebutkan, hasil pemutakhiran data dan daftar Pemilih yang telah dilakukan oleh KPU diketahui terdapat data yang tersaring atau tidak memenuhi syarat sebanyak 3.138.502 dari DP4 yang telah diserahkan untuk Pilkada Serentak Tahun 2017, yaitu ditemukan jumlah pemilih yang telah meninggal sebanyak 3.073.019; pemilih dengan status TNI sebanyak 34.227; dan pemilih dengan status Polri sebanyak 31.256.
Selain itu, media massa juga banyak memberitakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih mengandung banyak pemilih ganda, tidak akurat dan tidak mutakhir. Masalahtersebut tentu perlu mendapat respons dan penanganan yang memadai karena menyangkut dua hal penting. 
Pertama, menyangkut kualitas pelaksanaan Pemilu. Kedua, menyangkut akurasi data kependudukan nasional. DPT tersebut bersumber dari data kependudukan milik Kemendagri yang merupakan konsolidasi dari seluruh Kabupaten/Kota. 
Perbaikan keakuratan data dan informasi kependudukan sangat penting untuk dilakukan, mengingat Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Presiden tahun 2023 dan Pilkada Serentak berikutnya dan berdasarkan pengalaman kesemrautan data DPT pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara administrasi kependudukan harus dioptimalkan untuk mendorong terwujudnya ketersediaan data dan informasi administrasi kependudukan yang lengkap, akurat, mutakhir dan tepat waktu, serta dimanfaatkan untuk pembangunan. 
Penelitian dilakukan bertujuan untuk menilai efektifitas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Pemda Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya.  
Rumusan Masalah Penelitian, sebagaimana dijelaskan pada bagian tujuan Penelitian, untuk memudahkan desain Penelitian, tujuan Penelitian diformulasikan dalam bentuk pertanyaan Penelitian. Formulasi ini disebut sebagai pertanyaan Penelitian keseluruhan. Pertanyaan Penelitian keseluruhan ini akan menggambarkan apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan Penelitian dan untuk apa Peneliti mengumpulkan bukti Penelitian. Namun demikian, pertanyaan Penelitian keseluruhan masih bersifat umum, oleh karena itu Peneliti perlu menjabarkan pertanyaan tersebut menjadi beberapa sub pertanyaan Penelitian.
Pertanyaan Penelitian yang telah dirumuskan pada Penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 1. Perumusan Pertanyaan Penelitian
No.	Level Pertanyaan Penelitian	Pertanyaan Penelitian
	Pertanyaan Penelitian (level 1)	Apakah Pemda telah mengelola data dan informasi kependudukan secara efektif?
1	Pertanyaan Penelitian (level 2)	Apakah Dinas Dukcapil telah berupaya optimal dalam menyajikan data dan informasi administrasi kependudukan dengan kualitas data yang  akurat, mutakhir, lengkap dan tepat waktu?
1.1	Pertanyaan Penelitian (level 3)	Apakah Dinas Dukcapil telah menindaklanjuti secara tepat atas data anomali/ganda setiap semester dan melaporkan hasil nya kepada Kemendagri?
1.2	Pertanyaan Penelitian (level 3)	Apakah Dinas Dukcapil telah melakukan upaya percepatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk mendapatkan data pencatatan sipil dalam rangka memutakhirkan database SIAK Layanan  berdasarkan peristiwa kependudukan/ peristiwa penting?
1.3	Pertanyaan Penelitian (level 3)	Apakah Dinas Dukcapil telah memvalidasi dan memverifikasi database SIAK Layanan untuk memastikan kelengkapan data kependudukan?
1.4	Pertanyaan Penelitian (level 3)	Apakah Dinas Dukcapil  telah memastikan ketepatan waktu dalam konsolidasi data transaksi administrasi kependudukan?
2	Pertanyaan Penelitian (level 2)	Apakah Dinas Dukcapil telah memenuhi kualitas jaringan komunikasi data (jarkomdat) lokal yaitu koneksitas dari perangkat server ke client untuk menjamin kelancaran pengelolaan data dan informasi kependudukan?
2.1	Pertanyaan Penelitian (level 3)	Apakah pemeliharaan jarkomdat lokal pada Dinas Dukcapil telah dilaksanakan secara optimal untuk menunjang aktivitas penyajian data dan informasi kependudukan?
2.2	Pertanyaan Penelitian (level 3)	Apakah pengamanan jarkomdat lokal pada Dinas Dukcapil telah dilaksanakan secara optimal untuk menjaga integritas database SIAK Layanan?
2.3	Pertanyaan Penelitian (level 3)	Apakah pengawasan jaringan komunikasi data lokal telah dilaksanakan secara optimal?
3	Pertanyaan Penelitian (level 2)	Apakah Dinas Dukcapil telah  melaksanakan pengamanan database SIAK Layanan dan KTP el secara optimal?
3.1	Pertanyaan Penelitian (level 3)	Apakah pemberian hak akses Database SIAK Layanan dan KTP-el telah sesuai ketentuan?
3.2	Pertanyaan Penelitian (level 3)	Apakah administrator database kependudukan (SIAK) dan rekaman sidik jari (KTP-el) telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan?
3.3	Pertanyaan Penelitian (level 3)	Apakah pencadangan database telah dilaksanakan secara memadai?

2.	   TINJAUAN PUSTAKA 
2.1	Gambaran Umum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Berbagai konvensi PBB dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 
Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal tersebut yang mendorong pemerintah mengatur dan membentuk sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan.
Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi kependudukan diarahkan untuk: (a) memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; (b) meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan; (c) memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; (d) mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan (e) mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.
Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk: (a) memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk; (b) memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; (c) menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; (d) mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan (e) menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Landasan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan adanya tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh. 
Untuk mengatasi permasalahan kependudukan maka dilakukan revisi melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan UU tersebut telah dilakukan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dhi. Kemendagri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi antar instansi dan antardaerah;Penetapan sistem, pedoman dan standar;Fasilitasi dan sosialisasi;Pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;Menyediakan blangko KTP-El bagi Kabupaten/KotaMenyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-El melalui Instansi PelaksanaPengawasan	Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;Penyajian Data Kependudukanberskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dankoordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; danKoordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Untuk melaksanakan amanat UU Administrasi Kependudukan  dan UU Pemerintahan Daerah tersebut, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut baik menurut tugas, wewenang, fungsi, maupun kepentingannya. Secara garis besar pemangku kepentingan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dibagi menjadi empat kelompok:
a.	Penduduk
Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, memperoleh perlindungan atas data pribadi, memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta memperoleh informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Atas hak tersebut, penduduk memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

b.	DPR dan DPRD




UU Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan penunjukan petugas registrasi yang bertugas membantu kepala desa/lurah/gampong dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Petugas Registrasi berkedudukan di desa/kelurahan. Dalam pelayanan dokumen kependudukan, pihak desa/kelurahan berperan dalam memberikan surat pengantar sebagai salah satu persyaratan pengurusan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2)	Kecamatan
Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional, pada Pasal 6 ayat (4) antara lain menyatakan bahwa pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk dalam proses perekaman KTP dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan untuk Warga Negara Indonesia, dilakukan di Kecamatan. Dalam pelayanan dokumen kependudukan lainnya, pihak kecamatan berperan dalam memberikan persetujuan surat pengantar dari desa/kelurahan.
3)	Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota beserta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. Kementerian Agama beserta Kantor Kementerian Agama mempunyai aplikasi program SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Pernikahan) yang ada pada KUA kecamatan yang seharusnya dapat mendukung integrasi data kependudukan.
4)	Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Mahkamah Syariah
Perpres Nomor 25 Tahun 2008 menyatakan dalam hal pencatatan pembatalan perkawinan/perceraian, panitera pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan dan perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
5)	Rumah sakit, puskesmas dan pusat layanan kesehatan lainnya
Rumah sakit, puskesmas dan pusat layanan kesehatan lainnya dapat berperan dalam pencatatan kelahiran anak, dengan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk memberikan pelayanan akte kelahiran dan perubahan KK bagi setiap kelahiran bayi dengan memenuhi dokumen persyaratannya.

d.	  Lembaga Pengguna Data Administrasi Kependudukan













Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Dukcapil Kemendagri





















Gambar 2. Struktur Organisasi pada Dinas Dukcapil Pemda Kabupaten/Kota

Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan Bab IV Pasal 57 pasal (3) terkait pengelola SIAK ditingkat Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari:
Kepala pusat data; Manager keamanan; Supervisor aplikasi SIAK; Sistem analis; Programmer; Administrator database kependudukandan rekaman sidik jari; Administrator perangkat keras; Administrator jaringan; Operator; dan Teknisi.

2.2 	Landasan Hukum dan Peraturan terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan atau regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat diuraikan sebagai berikut:
a.	UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;
b.	UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
c.	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014;
d.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
e.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
f.	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil;
g.	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional
h.	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
i.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh. Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
j.	Pedoman teknis administrasi kependudukan yang diatur dalam Permendagri, Surat Keputusan Mendagri serta Surat Edaran Mendagri dan Dirjen Dukcapil.
k.	Peraturan Daerah (Perda) pada Kabupaten/Kota tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota;
l.	Perda pada Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
m.	Peraturan Bupati (Perbup) pada Kabupaten/Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
n.	Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3	Proses Bisnis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Administrasi Kependudukan diartikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.













Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Administrasi kependudukan sebagai suatu system dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 4. Bagan Alur Adminduk

2.3.1	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Gambar 2.3)
Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap
Ruang lingkup Administrasi kependudukan dapat di gambarkan sebagai berikut:


Gambar 5. Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan

2.3.2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan,perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologl informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
Pengelolaan SIAK bertujuan:
a.	meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
b.	menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
c.	mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur: database, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia,  pemegang hak akses,  lokasi database,  pengelolaan database, pemeliharaan database, pengamanan database,  pengawasan database, data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).










Gambar 6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2.3.3	Pemanfaatan Data Kependudukan





e.	penegakan hukum dan pencegahan kriminal.










Gambar 7. Proses Pemanfaatan Data Kependudukan

Dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga Pengguna, meliputi: 
a.	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;dan 
b.	Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh: 
a.	Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
b.	Pemerintah Provinsi melalui Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatn sipil 
c.	Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pengguna data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya. Sesuai lingkup pelayanannya, lembaga pengguna dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu pengguna di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
a.	Pengguna di tingkat pusat
Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna di tingkat pusat dilayani oleh Kemendagri, meliputi lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan badan hukum indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat pusat.
b.	Pengguna di tingkat provinsi
Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna di tingkat provinsi dilayani oleh Dinas Dukcapil, meliputi Organisasi Perangkat Daerah.
c.	Pengguna di tingkat kabupaten/kota.
Pengguna di tingkat kabupaten/kota meliputi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat. Organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Badan Perlindungan Anak, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.	METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif
Sasaran dan Lingkup Penelitian
a.	Sasaran Penelitian
Sasaran Penelitian diarahkan:
1)	Upaya Pemda Kabupaten/Kota untuk menyajikan data dan informasi administrasi kependudukan dengan kualitas data yang akurat, mutakhir, lengkap dan tepat waktu.
2)	Kualitas jaringan komunikasi data (jarkomdat) lokal yaitu koneksitas dari perangkat server ke client untuk menjamin kelancaran pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Dinas Dukcapil.
3)	Pengamanan database SIAK Layanan dan KTP el oleh Dinas Dukcapil.

b.	Lingkup Penelitian
Tahun anggaran yang diperiksa adalah Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018.
Penelitian dilakukan pada:
1)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebagai penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemda.
2)	Rumah Sakit dan Puskesmas.
3)	Kelurahan.
4)	Kantor Kementerian Agama (KUA Kecamatan).
5)	Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota.

Jangka Waktu dan Alokasi SDM peneliti
a.	Jangka Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada Semester II TA 2018 (awal Juli sd. akhir Nopember 2018) yang dilakukan melalui dua tahap Penelitian, yaitu:
1)	Penelitian pendahuluan selama 20 (dua puluh) hari kerja 
2)	Penelitian terinci selama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
3)	Proses pelaporan selama 15 (lima belas) hari kerja.

b.	Jumlah SDM
Tabel 3. Susunan dan Kompetensi peneliti
No.	Susunan Tim peneliti	Jumlah	Kompetensi
1.	Penanggung Jawab	1 orang	S3
2.	Wakil Penanggung Jawab	1 orang	S3
3.	Supervisor	1 orang	S3
4.	Ketua Tim Peniliti	1 orang	S2
5.	Anggota Tim	4 orang	S2

Metode dan Prosedur Penelitian
a.	Metode Penelitian
Penelitian kinerja dilaksanakan berdasarkan metode yang telah ditetapkan mencakup sebagai berikut:
1)	Perolehan dan Pengujian Data
Perolehan dan pengujian data dilakukan melalui teknik Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dengan menggunakan sampel data/dokumen/responden yang terpilih.
a)	Teknik Penelitian
Teknik Penelitian yang dikembangkan untuk memperoleh dan menguji bukti Penelitian diantaranya mencakup reviu dokumen, observasi/pengamatan dan wawancara/konfirmasi sesuai dengan sasaran dan kriteria Penelitian yang terkait.  Pengembangan teknik Penelitian untuk satu langkah Penelitian harus mempertimbangkan pemenuhan tujuan Penelitian. Seluruh hasil pengujian harus didukung bukti yang cukup, kompeten, dan relevan.

b)	Metode Sampling
Dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga, biaya, dan waktu yang terbatas maka sesuai central limit theorem. Peneliti menentukan bahwa nilai sampel (n) ≥ 30 dari unit populasi. Dalam Penelitian kinerja ini, Penelitimenguji pemutakhiran data dan informasi kependudukan dengan membandingkan antara data SIAK pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dengan data peristiwa penting kependudukan pada:
-	Rumah Sakit dan Puskesmas (peristiwa kelahiran);
-	Kelurahan dan/atau BPJS (peristiwa kematian);
-	KUA Kecamatan (peristiwa perkawinan);
-	Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (peristiwa perceraian Islam dan non Islam).
Jika memungkinkan, jumlah data yang dibandingkan adalah populasi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang terjadi selama kurun waktu tahun 2017 s.d. semester I 2018.

2)	Penyusunan Temuan Penelitian
Temuan Penelitian merupakan kesimpulan hasil pengujian atas bukti Penelitian yang diperoleh Peneliti dalam usahanya untuk mencapai tujuan Penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.
Temuan Penelitian terdiri dari temuan negatif dan capaian (temuan positif). Temuan negatif merupakan keadaan ketika kondisi tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sedangkan capaian merupakan keadaan ketika kondisi sama atau lebih baik daripada kriteria yang ditetapkan.

3)	Perolehan Tanggapan Resmi dari Entitas 
Peneliti mengomunikasikan temuan Penelitian dengan kepala daerah dan pimpinan entitas terkait lainnya (jika ada) untuk mendapatkan klarifikasi. Tujuan dari komunikasi temuan Penelitian dengan manajemen entitas ini adalah untuk memvalidasi temuan Penelitian yang telah dikembangkan oleh peneliti, dan selanjutnya memperoleh tanggapan resmi tertulis dari manajemen entitas. Temuan yang dikomunikasikan dan dimintakan tanggapan resmi adalah temuan positif maupun temuan negatif.

4)	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian
Laporan Hasil Penelitian disusun dengan berpedoman pada kaidah penulisan laporan penelitian. Perumusan simpulan Penelitian kinerja atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penalaran sebab akibat atau hubungan kausalitas (cause and effect relationship) per kriteria utama. Simpulan didasarkan pada temuan-temuan yang berdampak signifikan pada pencapaian tujuan Penelitian. Temuan-temuan tersebut dapat berupa capaian maupun kelemahan-kelemahan.

b.	Prosedur Penelitian
Peneliti mengembangkan pertanyaan Penelitian dan kriteria  Penelitian pada Penelitian kinerja atas efektifitas pengelolaan data dan informasi kependudukan untuk kemudian didiskusikan dan disepakati oleh pimpinan entitas Penelitian. 

Penentuan Area Potensial
Indikasi permasalahan-permasalahan terkait penyelenggaraan administrasi diatas di-clustering ke dalam beberapa area potensial yang perlu menjadi perhatian dalam Penelitian penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu:
a.	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
b.	Pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan.;
c.	Pendayagunaan/pemanfaatan data base kependudukan.

Penentuan Area Kunci
Dalam menentukan area kunci Penelitian kinerja efektifitas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemda Kabupaten/Kota menggunakan pendekatan metodologi RIS (Risk, Impact, dan Significancy)untuk masing-masing kelompok permasalahan.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area potensial untuk setiap kelompok permasalahan adalah sebagai berikut:
a.	Risiko manajemen, yaitu risiko yang dihadapi oleh manajemen terkait pencapaian aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Penilaian risiko manajemen juga perlu mempertimbangkan sistem pengendalian internal (SPI) entitas. Hal ini dikarenakan pengendalian yang lemah atas suatu entitas/program/kegiatan akan mengakibatkan pencapaian tujuan terkait aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas semakin sulit.
b.	Dampak Penelitian, yaitu besarnya perbaikan dan manfaat yang dapat diberikan melalui Penelitian yang dilakukan atas area yang akan diperiksa, yang antara lain berupa perbaikan terhadap 3E; peningkatan kualitas pelayanan publik; atau peningkatan akuntabilitas. Dalam hal ini kepentingan umum dimasukkan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam pembobotan karena entitas yang diperiksa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek kepentingan umum berkaitan dengan aspek sosial ekonomi kegiatan dan pentingnya pengoperasian kegiatan bagi publik.
c.	Signifikansi, yaitu penilaian apakah suatu kegiatan dalam suatu area Penelitian secara komparatif mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam objek Penelitian secara keseluruhan. Beberapa unsur yang dipertimbangkan untuk menentukan signifikansi antara lain: materialitas keuangan, Faktor kritis keberhasilan (critical success factor) dan Visibilitas.





Urutan prioritas area didasarkan pada area potensial yang memiliki nilai terbesar sampai terkecil.
Hasil penilaian empat faktor tersebut terhadap delapan area potensial jenis dana transfer daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Perhitungan Area Kunci Menggunakan RIAS
No	Area Potensal	Risiko Manajemen	Signifikasi	Dampak Penelitian	Total Skor	Urutan Prioritas	Kesimpulan dipilih/tidak dipilih
1	Pendaftaran kependudukan dan catatan sipil	1,50	2,67	1,77	5,94	2	Tidak Dipilih
2	Pengelolaan data dan informasi kependudukan	3.00	3,00	3.00	9.00	1	Dipilih
3	Pemanfaatan data administrasi kependudukan	1,38	1,00	1,38	3,76	3	Tidak Dipilih


Penjelasan atas pemberian skor atas setiap area potensial:
a.	  Risiko manajemen: Area potensial pengelolaan data dan informasi kependudukan diberikan skor 3 (paling tinggi) karena Pemerintah Kabupaten/Kota menghadapi risiko yang lebih tinggi atas risiko penyajian kualitas data dan informasi kependudukan yang tidak akurat, mutakhir, lengkap dan tepat waktu daripada dua area potensial lainnya. Kelemahan dalma area potensial ini berpotensi menghambat tujuan/strategi pembangunan nasional dalam RPJMN dan RPJMD Kabupaten/Kota yaitu peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan.
b.	   Dampak Penelitian: Area potensial pengelolaan data dan informasi kependudukan diberikan skor 3 (paling tinggi) karena perbaikan dan manfaat pada area ini paling berdampak positif terhadap kepentingan umum. Perbaikan tersebut yaitu kualitas data dan informasi kependudukan yang lebih berkualitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna untuk pelayanan publik dan untuk keperluan daftar pemilih tetap Pilkada dan Pilpres.
c.	   Signifikansi: Area potensial pengelolaan data dan informasi kependudukan diberikan skor 3 (paling tinggi) karena sumber daya yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi cukup banyak meliputi SDM, anggaran dan peralatan. Selain itu, area potensial tersebut memiliki visibilitas yang tinggi karena mendapat perhatian/sorotan masyarakat dalam media.

Berdasarkan pada penilaian tersebut, prioritas area potensial pada Penelitian kinerja atas penyelenggaraan administrasi kependudukanuntuk menjadi area kunci berturut-turut adalah (1) Pengelolaan data dan informasi kependudukan; (2) Pendaftaran kependudukan dan catatan sipil; (3) Pemanfaatan data administrasi kependudukan. 

Hasil penilaian dari empat area potensial tersebut menunjukkan bahwa area potensial mempunyai nilai yang signifikan untuk ditetapkan sebagai area kunci yaitu: Pengelolaan data dan informasi kependudukan.

4.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Permasalahan Proses Bisnis
4.1	   Analisis Risiko Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Berdasarkan analisis atas proses bisnis yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dibagi menjadi tiga proses bisnis utama, yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan, dan pendayagunaan/pemanfaatan data kependudukan. Hasil identifikasi risiko atas proses bisnis masih terdapat risiko yang berpotensi dapat menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif, yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 4. Analisis Risiko Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
No	Uraian Proses Bisnis	Risiko yang diperkirakan terjadi	Regulasi terkait	Kelemahan SPI	Tingkat Risiko
1	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Pencatatan atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Perpres Nomor 25 Tahun 2008, pada: - Biodata dan perubahan Biodata, Pasal 6 dan Pasal 9;- KK, Pasal 13;- KTP, Pasal 17;2. UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 58 (elemen data)3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2010, Pasal 19;4. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Dafduk.	SOP pencatatan penduduk dan pencatatan sipil belum ada atau sudah ada namun belum dilaksanakan secara konsisten oleh pelaksana,	Rendah
		Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum sepenuhnya sesuai ketentuan	Perpres 25 Tahun 2008	SOP penerbitan dokumen hasil pendaftaran belum ada atau sudah ada namun belum dilaksanakan secara konsisten oleh pelaksana,	Rendah
		Pendistribusian dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada penduduk belum sepeuhnya sesuai ketentuan.	1. UU No 24 Tahun 2013 Pasal 8;
2. Penjelasan Pasal 5 ayat (7) UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Permendagri No 18-2010 pasal 19
4. SOP dan/atau SP terkait jangka waktu penerbitan dokumen.	SOP pendistribusian dokumen belum ada atau sudah ada namun belum dilaksanakan secara konsisten oleh pelaksana,	Rendah
		Pendokumentasian dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum sepernuhnya sesuai ketentuan.	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012	SOP pendokumentasian dokumen belum ada atau sudah ada namun belum dilaksanakan secara konsisten oleh pelaksana,	Rendah
2	Pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan.	Data anomali dan data ganda pada Database kependudukan masih banyak.	1. Permendagri No 41 Tahun 2010 2. Permendagri No. 25 Tahun 2011	Dinas Dukcapil tidak menindaklanjuti secara tepat atas data anomali/ganda setiap semester dari Kemendagri atau menindaklanjuti namun belum seluruh data anomali/ganda.	Tinggi
		Biodata perorangan dalam Database kependudukan yang tidak mutakhir/tidak sesuai dengan peristiwa penting/peristiwa kependudukan.	Permendagri 25/2011	Dinas Dukcapil belum mensinkronisasi antar sistem informasi pada - KUA (pernikahan),- pengadilan (perceraian),- RSUD dan puskesmas (kelahiran) dan- Kelurahan, BPJS (kematian)sebagai sumber pemutakhiran data peristiwa penduduk dan peristiwa penting.	Tinggi
		Biodata perorangan dalam Database kependudukan yang belum lengkap elemen datanya.	Permendagri No 41 Tahun 2010 ; Permendagri No. 25 Tahun 2011	Validasi dan verifikasi  tidak dilakukan secara memadai di Dinas Dukcapil untuk memastikan kelengkapan isian field data kependudukan sesuai sumber dokumen	Tinggi
		Database kependudukan belum menyajikan data yang real time.	Permendagri No 41 Tahun 2010 ; Permendagri No. 25 Tahun 2011	Dinas Dukcapil  tidak tepat waktu dalam konsolidasi data transaksi administrasi kependudukan dari database SIAK Kab/Kota ke SIAK Pusat.	Tinggi
		Kualitas Jaringan komunikasi data (jarkomdat) baik jaringan pusat (kemendagri) maupun jaringan lokal (kabupaten/kota) belum berkualitas.	Permendagri 25/2011 pasal 47	Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan jarkomdat oleh ADB Ditjen dan Dinas Dukcapil tidak dilaksanakan, karena: SOP teknis yang belum ada, SDM pengelola yang tidak kompeten 	Tinggi
		Pengamanan database SIAK yang lemah: pada Pemda Kab/Kota, pemberian hak akses database SIAK layanan dan KTP-El belum sesuai ketentuan, ADB SIAK dan Administrator KTP-El tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan.	Permendagri 25/2011 pasal 31 dan 44	Pengamanan akses database SIAK belum sesuai ketentuan, karena: SOP teknis yang belum ada, SDM pengelola yang tidak kompeten 	Tinggi
3	Pendayagunaan/ pemanfaatan data base kependudukan	Di level Kabupaten/Kota, data kependudukan belum dimanfaatkan pengguna database untuk lima tujuan pemanfaatan.	UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58PP Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 20;Permendagri Nomor 61 Tahun 2015	Kebijakan/regulasi di Pemda Kab/Kota yang belum ada,Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan belum ada	Sedang

4.2    Analisis Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penilaian SPI dapat dilakukan dengan pendekatan COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission). Dari hasil analisis atas jawaban kuesioner COSO diuraikan pengendalian sebagai berikut:

a.	Lingkungan Pengendalian
Kelemahan SPI yang teridentifikasi terkait dengan lingkungan pengendalian yaitu:
1)	SDM pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Pemda Kabupaten/Kota yang belum memadai baik dari segi kompetensi maupun jumlahnya.
2)	Masih minimnya pengembangan kompetensi pengelola SIAK dalam bentuk Bimtek/pelatihan.
3)	Masih ada Pemda Kabupaten/Kota yang struktur organisasi Dinas Dukcapilnya belum mengacu pada ketentuan Permendagri. Selain itu masih ada struktur organisasi pada Dinas Dukcapil yang telah sesuai ketentuan Permendagri namun beberapa pejabat strukturalnya belum terisi.

b.	Penaksiran Risiko
Kelemahan SPI yang teridentifikasi terkait dengan penaksiran risiko yaitu:
1)	RPJMD pada Pemda Kabupaten/Kota atas hal-hal terkait dengan administrasi kependudukan masih belum selaras dengan RPJMN seperti tujuan dan sasaran.
2)	Pada Pemda Kabupaten/Kota masih belum optimal dalam mengidentifikasi risiko terkait gangguan yang mungkin terjadi dalam pelayanan dan pengolahan data dan informasi kependudukan, misalnya gangguan jaringan komunikasi data (jarkomdat), keamanan akses atas SIAK dan anggaran sarana dan prasarana yang kurang/tidak tersedia.
3)	Risiko yang telah teridentifikasi masih belum dilakukan mitigasi dengan pengendalian secara optimal.
c.	Aktivitas Pengendalian
Kelemahan SPI yang teridentifikasi terkait dengan aktivitas pengendalian yaitu:
1)	Tidak tersedianya SOP yang memadai pada Pemda Kabupaten/Kota untuk ketiga proses bisnis utama proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengolahan data dan informasi dan pemanfaatan data kependudukan. SOP juga belum ada terkait dengan pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan jaringan komunikasi data serta database SIAK.
2)	Terkait pengendalian data dan informasi, personil yang dapat akses atas sistem informasi (SIAK dan database kependudukan) belum ditetapkan secara formal dan tertulis. Selain itu, masih ada personil yang sudah tidak aktif sebagai administrator SIAK dan database kependudukan, namun aksesnya belum ditutup.
3)	Masih belum optimalnya koordinasi antara Dinas Dukcapil sebagai instansi pelaksana dengan instansi terkait penyelenggara peristiwa penting kependudukan, yaitu  KUA (data perkawinan), Pengadilan Agama dan Negeri (data perceraian Islam dan non Islam), RS dan Puskesmas (data kelahiran) dan Kelurahan dan BPJS (data kematian) untuk keperluan pemutakhiran database SIAK di Dinas Dukcapil. Kelemahan ini mengakibatkan database SIAK belum mutakhir sesuai dengan peristiwa penting penduduk yang terjadi, seperti seorang penduduk yang telah meninggal, namun di SIAK masih status hidup.
4)	Verifikasi dan validasi atas database SIAK untuk memastikan kelengkapan elemen biodata penduduk masih lemah dan belum berjalan dengan baik, sehingga masih banyak biodata penduduk yang belum lengkap.

d.	Informasi dan Komunikasi
Kelemahan SPI yang teridentifikasi terkait dengan informasi dan komunikasi yaitu: saluran komunikasi antar Pemda Kabupaten/Kota dan antara Pemda dengan Kemendagri dilakukan melalui rapat, pertemuan, persuratan. Untuk komunikasi antar administrator database (ADB) se-Indonesia dengan administrator di Ditjen Dukcapil Kemndagri banyak dilakukan melalui media whassapp messenger yang sangat tergantung kualitas jaringan internet, sehingga untuk Pemda yang kualitas jaringan internet kurang bagus, akan terhambat arus komunikasinya.

e.	Pemantauan
Pimpinan kurang responsif dalam melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan tidak mengevaluasi terhadap penyimpangan yang terjadi secara optimal. Temuan/hasil reviu dan rekomendasi terkait pelayanan administrasi kependudukan mash ada yang belum diselesaikan dengan tepat.

4.3	Pembahasan 
Dari hasil analisis ditemukan terdapat permasalahan lain terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan yang perlu menjadi perhatian diantaranya sebagai berikut.
Tabel 4. Temuan Permasalahan
No.	Permasalahan	Sumber Informasi	Clustering Area Potensial
1.	Pemda belum menetapkan regulasi, kebijakan dan pedoman yang mendukung pelayanan Dafduk dan Capil, seperti: SOP belum ada/tidak lengkap	LHP BPK RI	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2.	Pemda belum melakukan pembinaan dan sosialisasi secara optimal tentang kewajiban, proses, dan syarat pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada penduduk.	LHP BPK RI	
3.	Pemda belum menyediakan akses yang mudah dan kenyamanan bagi penduduk dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, seprti: sarpras pendukung pelayanan yang minim, lokasi kantor pelayanan yang jauh.	LHP BPK RI	
4.	Dinas Dukcapil belum optimal menindaklanjuti secara tepat atas data anomali/ganda setiap semester dan melaporkan hasilnya kepada Kemendagri	LHP BPK RI	
5.	Dinas Dukcapil belum  optimal dalam memutakhirkan database SIAK Layanan berdasarkan peristiwa kependudukan/peristiwa penting	LHP BPK RI	
6.	Dinas Dukcapil belum sepenuhnya  memvalidasi dan memverifikasi  database SIAK Layanan untuk memastikan kelengkapan data kependudukan	LHP BPK RI	
7.	Dina Dukcapil belum sepenuhnya memastikan ketepatan waktu dalam konsolidasi data transaksi administrasi kependudukan	LHP BPK RI	
8.	Pemeliharaan jaringan komunikasi data belum optimal dan berpengaruh pada aktivitas penyajian data dan informasi kependudukan	LHP BPK RI	
9.	Pengamanan jaringan komunikasi data oleh Dinas Dukcapil belum optimal dalam menjaga integritas database SIAK Layanan	LHP BPK RI	
10.	Pemberian izin hak akses database SIAK Layanan dan KTP-el belum sepenuhnya sesuai ketentuan	LHP BPK RI	
11.	Administrator database kependudukan (SIAK) dan rekaman sidik jari (KTP-el) tidak/belum sepenuhnya melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan sesuai ketentuan	LHP BPK RI	
12.	Pencadangan database pada Dinas dukcapil tidak/belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan	LHP BPK RI	
13.	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dengan Dinas Dukcapil masih rendah/belum optimal	LHP BPK RI	Pendayagunaan/pemanfaatan data base kependudukan
14.	Pemda belum memiliki kebijakan/regulasi sebagai ketentuan pelaksanaan dari UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang pemanfaatan data kependudukan	LHP BPK RI	




Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal sebagai berikut:
Sistem Pengendalian Intern (SPI) belum optimal, masih ada kelemahan yang harus diperbaiki baik dari lingkungan pengendalian, pengendalian aktifitas, penaksiran risiko, komunikasi dan informasi dan pematauan. Dari sisi penyelenggaraan administrasi kependudukan juga masih perlu menjadi perhatian.
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pemda belum menetapkan regulasi, kebijakan dan pedoman yang mendukung pelayanan Dafduk dan Capil, seperti: SOP belum ada/tidak lengkap; Pemda belum melakukan pembinaan dan sosialisasi secara optimal tentang kewajiban, proses, dan syarat pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada penduduk; Pemda belum menyediakan akses yang mudah dan kenyamanan bagi penduduk dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, seprti: sarpras pendukung pelayanan yang minim, lokasi kantor pelayanan yang jauh; 
Dinas Dukcapil belum optimal menindaklanjuti secara tepat atas data anomali/ganda setiap semester dan melaporkan hasilnya kepada Kemendagri; belum  optimal dalam memutakhirkan database SIAK Layanan berdasarkan peristiwa kependudukan/peristiwa penting; belum sepenuhnya  memvalidasi dan memverifikasi  database SIAK Layanan untuk memastikan kelengkapan data kependudukan; belum sepenuhnya memastikan ketepatan waktu dalam konsolidasi data transaksi administrasi kependudukan; Pemeliharaan jaringan komunikasi data belum optimal dan berpengaruh pada aktivitas penyajian data dan informasi kependudukan; Pengamanan jaringan komunikasi data oleh belum optimal dalam menjaga integritas database SIAK Layanan; Pemberian izin hak akses database SIAK Layanan dan KTP-el belum sepenuhnya sesuai ketentuan; Administrator database kependudukan (SIAK) dan rekaman sidik jari (KTP-el) tidak/belum sepenuhnya melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan sesuai ketentuan; Pencadangan database tidak/belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan.





Tingkatkan kompetensi maupun jumlah SDM pengelola SIAK pada Pemda Kabupaten/Kota, Kembangkan kompetensi pengelola SIAK dalam bentuk Bimtek/pelatihan. Struktur organisasi Dinas Dukcapil harus mengacu pada ketentuan Permendagri. Tentukan/pilih pejabat struktural pada struktur organisasi pada Dinas Dukcapil yang telah sesuai ketentuan Permendagri.
Penilian risiko
Selaraskan RPJMD dengan RPJMN seperti tujuan dan sasaran, optimalkan dalam mengidentifikasi risiko terkait gangguan yang mungkin terjadi dalam pelayanan dan pengolahan data dan informasi kependudukan, misalnya gangguan jaringan komunikasi data (jarkomdat), keamanan akses atas SIAK dan anggaran sarana dan prasarana yang kurang/tidak tersedia. Lakukan  mitigasi dengan pengendalian secara optimal pada risiko yang telah teridentifikasi
Aktifitas pengendalian
	   Siapkan  SOP yang memadai pada Pemda Kabupaten/Kota untuk ketiga proses bisnis utama proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengolahan data dan informasi dan pemanfaatan data kependudukan. Termasuk yang  terkait dengan pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan jaringan komunikasi data serta database SIAK.
	  Tetapkan secara formal dan tertulis pengendalian data dan informasi, personil yang dapat akses atas sistem informasi (SIAK dan database kependudukan). Selain itu, tutup akses personil yang sudah tidak aktif sebagai administrator SIAK dan database kependudukan.
	  Optimalkan koordinasi antara Dinas Dukcapil sebagai instansi pelaksana dengan instansi terkait penyelenggara peristiwa penting kependudukan, yaitu  KUA (data perkawinan), Pengadilan Agama dan Negeri (data perceraian Islam dan non Islam), RS dan Puskesmas (data kelahiran) dan Kelurahan dan BPJS (data kematian) untuk keperluan pemutakhiran database SIAK di Dinas Dukcapil. Agar database SIAK mutakhir sesuai dengan peristiwa penting penduduk yang terjadi
	  Perbaiki Verifikasi dan validasi atas database SIAK dengan baik  agar kelengkapan elemen biodata penduduk baik, agar biodata penduduk yang belum lengkap.
 
Informasi dan Komunikasi
Kelemahan SPI yang teridentifikasi terkait dengan informasi dan komunikasi yaitu: saluran komunikasi antar Pemda Kabupaten/Kota dan antara Pemda dengan Kemendagri dilakukan melalui rapat, pertemuan, persuratan. Untuk komunikasi antar administrator database (ADB) se-Indonesia dengan administrator di Ditjen Dukcapil Kemndagri banyak dilakukan melalui media whassapp messenger yang sangat tergantung kualitas jaringan internet, perbaiki kualitas jaringan internet kurang bagus, agar arus komunikasi menjadi lancar.

Pemantauan
Pimpinan harus responsif dalam melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan tidak mengevaluasi terhadap penyimpangan yang terjadi secara optimal. Temuan/hasil reviu dan rekomendasi terkait pelayanan administrasi kependudukan selesaikan dengan tepat.


6.   DAFTAR PUSTAKA
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
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